
BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI IIATMAHERA BARAT

NOMOR 10 IKPTS/r/2A26

TENTANG

pEItE"rApAI{ BESARAII PLAFON / pAcU ANGGARAN UAr{e
PERSEDIAAIV {UP} PADA SATUAN KERJA PERANGI(AT DAERAH

KABUPATE,IY HALMATIERA BARAT
TAHUN 2A26

Menimbang : a.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk menunjang kelancaran keda pacla masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Haimahera Barat, maka berdasarkan peraturan Menteri
I)alam Negeri Nomor 77 Tahun 2A2O tentang pedoman
Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah, ciipanriang periu
ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan
dalam bentuk Uang Persediaan (Up) sesuai dengan
kemampuan dari Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran
be4'a1an:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, periu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang persediaan
(UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2026;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun lgSZ tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II llaiam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku meniadi
Undang*undang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang PeruLrahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun lggg tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemLrentukan
Kai:upa'uen i{almahera Utara, Kabupaien Halniahera Seiatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepuiauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang Keuangan

Mengingat : 1.

Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun '20A4 tentang

Perbendaharaan Negara;
6. Llndang-undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur Sipil

Negara;
7. Undang-undang Nomor '23 Tahun

Pemerintahan Daerah;
'2014 tentang

Undang-undang lJornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2A11 tent.ang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
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l0.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana
Perimbangan;

l l.Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2eaz tentang
Pernbagian urusan pemerintah antara pemerintakq
Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah lfaerah
Kabupaten/Kota;

i2"Peraturan Pemcrintah Nomor lz rahun 2019 teniang
Pengeiolaan Keuangan Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zr rahun zo,2o
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat Nomor 6
Tahun 2al6 tentang pembentukan dan susunan perangkat
Daerah;

l5.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2a21 tentang perubahan atas peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2olo tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah;

lS.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomcr Z
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

l7.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nor:ror 2
Tahurr 2a23 tentang Perubahan Kedua atas peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Rarat Nomor 6 'rahun 2016
tentang Pemtrentukan dan Susunan perangkat Daerah;

lS.Peraturan Daerah Kabupaten l{aimahera Barat Norcar.l..
Tahun 2a26 tentang Anggaran pentiapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2A26;

l9.Peraturan Rupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang struktur organisasi
Perangkat Daerah;

20.Peraturan Bupati Ilaimahera Barat Nomor 17 Tahun 2A2j
tentang Perubahan Keempat atas peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2al6 tentang struktur
Organisasi Perangkat Daerah;

2i'Peraturan Bupali Haimairera Barai iiomor: I ?ahur:. 2A26
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A26,

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kab. Halmahera Barat Nomor : 900.1/0S/BKAD /2026
perihai: lJsulan Pembuatan SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menetapkar: Besar:an Plafr-.,n / Fagu Anggaran Uang
Persediaan (UP) pada Satuan Kerja perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026, dengan rincian
seLragaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Pengekrlaan Uang Persediaan {Up) aieh masing-masing
SKPD, minimal telah mencapai Tsoh {rujuh putttLt tima persei}
capat ditambah dengan ganti up sebesar capaian prosentase
kineq'a kegiatan dimaksud;
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Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum
Daerah (PPKD/BUD) dalarn pelaksanaan per:nintaan
pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu, serta wajib menyelaraskan
dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia;

Kepada para Kepala SKPD penerima besaran dana Uang
Perseciiaan (UP) bertanggungjawab penuh aras pengeiolaan
dana dimaksud dengan tetap berpedornan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BARAT,

Tembusan: Disampaikan kepada Yth :

i. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakiian Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepaia BKAD Kab. Ha,lmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya"

Ass. Bid. Adrn.Umum

Kabag. Hukum & Orgs

Jailolo
f Januari

d



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI }{ALMAHBRA BARAT
NOMOR: r0 /KYLSlIl2026
TANGGAI- E JANUARI 2A26

TEI\ITANG : DNFTAR PENETAPAI.{ PLAFON i PAGIJ ANGGARAI{ UaJ.IG PERSBDIAAI\I (UP)
PADA SATUAN KBRJA PERANGKAT DAERAH KABUPATtrN HALMAHERA
BARAT TAHI'N '2A26

$o NAMA SKPD BESARAIT UP KET

1 DINAS PENDIDiKAN DAN KEBUDAYAAN 50.000.000
2 DINAS KESEHATAN 25.000.000
J DINAS PtrKtrRJAAN UMUM DAN PtrNATAAN RUANG 25.000.000
4 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKII\,{AN DAN LH 25.000.000
J DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR 25.000.000
6 BADAN PtrNANGGULANGAN BtrNCANA DAERAH 25.000.000

7 DINAS SOSiAL, PtrMBBRDAYAAN PtrRtrMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

25.000.000

8 DiNAS KtrPtrNDUDUKAN DAN PtrNCATATAN SIPIL 25.000.000
9 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PtrMERINTAH DESA
25.000.000

10 DINAS PERHUBUNGAN 25.000.000

11 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

25.000.000

12 DINAS PtrNANAMAN MODAL DAN PtrLAYANAN TERPADU
SATU PINTU

2s.000.000

1r)1.) DiNAS PERPUSTAKAAN DAN KtrARSIPAN 25.000.000
14 DINAS KELAUTAN DAN PtrRIKANAN 25.000.000
15 DiNAS PARIWISATA DAN KtrPBMUDAAN OLAHRAGA 1s0.000.000
16 IfINAS PtrRTANIAN DAN KE'IAHANAN PANGAN 25.000.000
I7 DINAS PERINDUSTRIAN, PtrRDAGANGAN DAN

KOPtrRASI UKM
25.000.000

18 SEKRtrTARIAT DAERAH 1.300.000.000
19 StrKRETARIAT DPRD 1.000.000.000
?fl BADAN PERENCANAAN, PENtrLITI.AN DAN

PtrNGtrMBANGAN DAtrRA}]
<n nnn nnnUV.VUU.T't't'

'21 BADAN KtrUANGAN DAN AStrT DAtrRAH 350.000.000
22 BADAN KtrPtrGAWAIAN DAN DIKLAT 25.000.000
23 INSPEKTORAT 2s0.000.000
24 KtrCAMATAN JAILOLO 25.000.000
25 KECAMATAN JAILOLO SELATAN 25.000.000
'26 KECAMATAN SAHU 25.000.000
27 KECAMATAN SAHU TIMUR 2s.000.000
)a KtrCAMATAN IBU 25.000.000
29 KECAMATAN IBU SELATAN 25.000.000
30 KSCAMATAN TABARU 25.O00.000
31 KtrCAMATAN LOLODA 25.000.000
32 KECAMATAN LOLODA TENGAH 25.000.000
aa
JJ IfADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH 25.000.000
.A.)a BADAN PENDAPATAN DAERAH 150.000.000
35 Dii\iAS PE}.iGENDALIAN Ptri$DUDUK DAN KB 25.000.000
36 RSUD

JUMLAH 3.925.OO OrdOO

BUPATI

Y. UANG

BARAT,

Ass. Bid. Adm.Umum

Kalrag. Hukum & Orgs


